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Nama SOP Pre Peperbitan §9P-LS GAIl/TUNJANGAN
Dasar Hukum: Kualifikasi P =
1. Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birok tentang Ped Penyusunan 1. Memahamr p 1 perudang-L gan yang terkait dengan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Eengelolaan kgu‘angan ;
2. Permenpan RB No.19 Tahun 2018 tentang Menteri Pend: Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses [ iliki 1 untuk SPP -
Bisnis Instansi Pemerintah UP/GU/TU
3. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, K dan Per: Pembang dan 3. Memiliki kewenangan dalam pengajuan SPP - UP/GU/TU
Keuangan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
By Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimb 1 Ki gan antara P Pusat dan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Ped L lolaan K Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pel; 1 Peraturan P h Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pel 1 Rencana Pembang; Daerah
9. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Ked S (o] i, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi
Keterkaitan: Perlengkapan Kinerja
1. SOPSurat Masuk 1. Surat pengantar SPP UP/GU/TU
2. SOP Surat Keluar 2. Ringkasan SPP UP/GU/TU
3. SOP Penerbitan SPP - UP / GU / TU 3. Rincian SPP UP/GU/TU
4. Salinan SPD
s. Register SPP - UP/GU/TU
6. SPJ Fungsional
7. Salinan SPD
8. Lampiran lain yang diperlukan
10. Perangkat Komputer beserta iaringan internet
Peringatan: Pencacatan dan P

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, akan mer k pencairan gail dan tunjangan bagi ASN

|

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen
2 Dokumen SPP - LS Gajl/ Tunjangan




PROSEDUR PENERBITAN SPP-LS GAJI/TUNJANGAN

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
No Kegiatan
Pengguna Bendahara
k Waktu Output
Anggaran G Pengeluaran Kelenghapen S =
1 | Pengguna Anggaran menyerahkan SPD
kepada Bendahara dan PPK SKPD -' ‘
2 | Berdasarkan SPD, Bendahara membuat
SPP LS Gaji/Tunjangan beserta dokumen
lainnya
3 | Bendahara menyerahkan SPP — LS
Gaji/Tunjangan beserta dokumen lain
kepada PPK OPD
4. | PPK SKPD  meneliti  kelengkapan

dokumen SPP - LS Gaji/Tunjangan serta
kesesuaiannya dengan SPD dan DPA
SKPD, Jika SPP — LS Gaji/Tunjangan yang
dinyatakan lengkap akan dibuatkan
rancangan SPM Gaji/Tunjangan oleh PPK
SKPD, Jika SPP - LS Gaji/Tunjangan
dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan
menerbitkan surat penolakan SPM
Gaji/Tunjangan. penolakan SPI\I
Gaji/Tunjangan pating lambat 1 (satu)
hari kerja sejak SPP — LS Gaiji/Tunjangan
diterima
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Tidak Lengkap




